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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

         Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan 

perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (DPRD ) Kabupaten/Kota dengan persetujuan 

bersama Bupati/Walikota.
1
 Di Kabupaten Bengkulu Selatan 

Pemerintah Daerah telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 

11 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi 

Kependudukan sebagai upaya memperkuat tata kelola 

administrasi penduduk, termasuk dalam prosedur penerbitan akta 

kelahiran. Sebuah keluarga yang bertempat tinggal di Indonesia 

wajib untuk mendaftarkan dan mencatatkan dirinya sebagai 

bagian dari seseorang yang tinggal di suatu wilayah Indonesia.
2
 

          Peraturan Daerah Bengkulu Selatan Nomor 11 Tahun 2010 

tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan menjadi 

                                                      
1
 Dalinama Telaumbanua, “Pembentukan Peraturan Daerah 

Kabupaten / Kota,” Jurnal Education and Development Nias   Selat, 

(Telaumbanua:2018),  no. 1,  hlm. 96-103. 
2
 Feralda Septya Alfani, Implementasi Pembuatan Akta 

Kelahiran (UIN SGD, 2023), Pasal 27 ayat (1) UU No.24/2013 
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dasar hukum dalam pelaksanaan pelayanan administrasi yang 

tertib dan efisien.
3
 Namun dalam implementasinya masih 

ditemukan berbagai kendala, seperti kurangnya pemahaman 

masyarakat terhadap prosedur, minimnya sosialisasi dari 

pemerintah daerah. Kondisi ini menyebabkan sebagian 

masyarakat terutama di daerah perdesaan, belum memiliki akta 

kelahiran.  

Alinea ke-IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 

menyatakan bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia 

dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan 

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut 

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 

perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dengan kaitannya dalam 

hal ini, salah satu kewajiban negara untuk melindungi warga 

negaranya khususnya untuk melindungi anak Indonesia adalah 

                                                      
3
 Peraturan Daerah Bengkulu Selatan Nomor 11 Tahun 2010 tentang 

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.  
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dengan memastikan bahwa setiap anak Indonesia berhak untuk 

mendapatkan identitas diri berupa akta kelahiran.
4
 

Berikut ini jumlah penduduk menurut umur di Kabupaten 

Bengkulu Selatan   pada tahun 2024 bersumber dari publikasi 

Badan Pusat Statistik  (BPS):
5
                                  

 

Tabel  1.1 

Jumlah Penduduk Bengkulu Selatan Tahun 2024 

                                                      
4
 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

Pembukaan, Alinea keempat. 
5
 Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten 

Bengkulu Selatan dalam Angka 2024. Manna: BPS Kabupaten Bengkulu 

Selatan, 2024. 

 

 Kelompok    

Umur 

Penduduk(Laki-

Laki) (Ribu) 

        Penduduk    

(Perempuan) 

(Ribu) 

Penduduk (Laki-Laki + 

Perempuan) (Ribu) 

0-4 7.539,0 7.198,0   14.737,0 

5-9 6.999,0 6.698,0 13.697,0 

10-14 7.315,0 6.979,0 14.294,0 

15-19 7.433,0 7.005,0 14.438,0 

20-24 7.301,0 7.033,0 14.334,0 

25-29 6.845,0 6.548,0 13.393,0 

30-34 6.614,0 6.134,0 12.748,0 
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Sumber: Badan Pusat Statistik  (BPS) 

 

  Jumlah penduduk yang telah memiliki Akta Kelahiran, 

menurut Kecamatan di Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2024. 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu 

Selatan.
6
 

 

                                                      
6
 Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten 

Bengkulu Selatan dalam Angka  2023 dan 2024. Manna: BPS Kabupaten 

Bengkulu Selatan, 2024. 

 

 

 

35-39 6.455,0 6.033,0 12.488,0 

40-44 6.244,0 5.950,0 12.194,0 

45-49 5.989,0 5.806,0 11.795,0 

50-54 5.612,0 5.415,0 11.027,0 

55-59 4.668,0 4.518,0 9.186,0 

60-64 3.572,0 3.490,0 7.062,0 

65-69 2.570,0 2.594,0 5.164,0 

70-74 1.640,0 1.804,0 3.444,0 

75+ 1.392,0 1.922,0 3.314,0 

Jumlah/Total 88.188,0 85.127,0 173.315,0 
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Table 1.2 

Jumlah Penduduk yang Telah memiliki Akta Kelahiran di 

Bengkulu Selatan Tahun 2024 

No                             Tahun   

2024 
 

  Kecamatan ( District)  Telah Memiliki Akta 

Kelahiran ( Have Birth 

Certificate) 

1 Manna  9.181 

2 Kota Manna 18.074 

3 Kedurang 6.385 

4 Bunga Mas 4.013 

5 Pasar Manna 9.885 

6 Kedurang Ilir 4.839 

7 Seginim 2.336 

8 Air Nipis 6.229 

9 Pino 6.263 

10 Pino Raya 11.923 

11 Ulu Manna 4.016 

   Total 83.144 

Sumber: Badan Pusat Statistik  (BPS) 
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Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2024  data menunjukkan 

bahwa jumlah usia anak 0-19 tahun sebanyak  57.166 jiwa. 

Berdasarkan data per Kecamatan dari Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil yang dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik 

Kabupaten Bengkulu Selatan, tercatat sebanyak 83.144 jiwa anak 

telah memiliki akta kelahiran di tahun 2024.  

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa adanya 

ketimpangan antara jumlah anak usia 0-19 tahun dan data yang 

telah memiliki akta kelahiran pada tahun 2024, terdapat 

ketimpangan umur anak  0-19 tahun dan data yang telah memiliki 

akta kelahiran pada tahun 2024 terdapat 31.612 jiwa yang 

melebihi jumlah anak usia 0-19 tahun. Maka dari data di atas 

adanya ketimpangan tersebut karena bisa disebabkan akibat 

masih adanya keterlambatan dalam penerbitan akta kelahiran 

anak  pada tahun-tahun sebelumnya. Sehingga data anak-anak 

yang baru membuat akta kelahiran akan masuk dalam data ketika 

tahun penerbitan akta kelahiran diterbitkan. 
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Tabel 1.3 

Jumlah penduduk Kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun 2025 

Kode 

Wilayah 

Nama 

Kecamatan 

Penduduk Semester Tahun 2025 

Laki-

laki 
(%) Perempuan (%) Jumlah (%) 

170101 Kedurang 6.749 3,8 6.363 3,58 13.112 7,38 

170102 Seginim 9.427 5,3 9.080 5,11 18.507 10,41 

170103 Pino 6.824 3,84 6.703 3.77 13.527 7,61 

170104 Manna 9.074 5,1 8.792 4,95 17.866 10,05 

170105 

Kota 

Manna 16.388 9,22 16.124 9,07 32.512 18,29 

170106 Pino Raya 12.231 6,88 11.548 6,5 23.779 13,38 

170107 

Kedurang 

Ilir 5.045 2,84 4.815 2,71 9.860 5,55 

170108 Air Nipis 6.934 3,9 6.611 3,72 13.545 7,62 

170109 Ulu Manna 4.500 2,53 4.275 2,41 8.775 4,94 

170110 Bunga Mas 3.846 2,16 3.668 2,06 7.514 4,23 

170111 

Pasar 

Manna 9.298 5,23 9.458 5,32 18.756 10,55 

 

Bengkulu 

Selatan 90.316 50,81 87.437 49,19 177.753 100 

  Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Bengkulu Selatan  

Menurut Pasal 70 Peraturan Daerah Bengkulu Selatan 

Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi 

Kependudukan, menyebutkan bahwa setiap kelahiran wajib 

dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat 
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terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari 

sejak kelahiran.
7
 

Peristiwa kelahiran seseorang akan dicatat dalam suatu akta 

pencatatan yang disebut dengan akta kelahiran. Akta kelahiran 

sangat penting dimiliki oleh setiap orang karena merupakan 

pengakuan resmi dari negara atas keberadaan sebagai warga 

negara. Salah satu perwujudan adanya hak atas identitas adalah 

adanya akta kelahiran. Masih banyak anak-anak di Indonesia 

belum mempunyai akta kelahiran yang merupakan satu bukti 

bahwa seorang anak tidak mempunyai hak identitas sebagai anak 

.
8
 

Akta kelahiran bersifat universal karena hal ini terkait 

dengan pengakuan negara atas status kependataan seseorang. 

Pentingnya mencatat identitas atau kelahiran warga adalah untuk 

melindungi warga dari bahaya atau ancaman baik itu melalui 

serangan dalam atau luar negeri. Pentingnya akta kelahiran 

                                                      
7
 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan   No. 11 Tahun 2010 

Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan , Pasal 70. 

 8 Anak Agung Sagung Nandya Pramesti, Ida Ayu Putu Widiati, and I 

Nyoman Sutama, “Implementasi Penerbitan Akta Kelahiran Bagi Anak-Anak 

Terlantar Di Kota Denpasar,” Jurnal Interpretasi Hukum 2, no. 1 (2021): 13–

18, https://doi.org/10.22225/juinhum.2.1.3077.13-18. 
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tersebut tidak didukung dengan kesadaran masyarakat, hal ini 

dibuktikan dengan banyaknya akta kelahiran yang terlambat.
9
 

Persyaratan dalam pencatatan kelahiran berdasarkan Pasal 77 

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 11 Tahun 

2010 sebagai berikut:
10

 

1. Fhoto copy buku nikah/ akta perkawinan orang tua yang 

dilegalisir yang berwenang; 

2. Fhoto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP ) orang tua; 

3. Fhoto copy kartu keluarga; 

4. Surat keterangan kelahiran dari Dokter, Bidan, Dukun penolong 

kelahiran; 

5. Pengantar dari Desa/kelurahan; 

6. Fhoto copy ijazah terakhir/ STTB( bagi yang sudah ada); 

7. 1 (satu) buah map. 

     Keterlambatan pembuatan akta kelahiran dapat 

memberikan dampak pada anak tersebut dan dampak bagi 

pemerintah, sebagai berikut: 

                                                      
9
  Hari Harjanto Setiawan, “Akta Kelahiran Sebagai Hak Identitas 

Diri Kewarganegaraan Anak,” Sosio Informa 3, no. 1 (2017):h. 28. 
10

 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan  No. 11 Tahun 2010 

Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Pasal 77. 
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1. Dampak Bagi Anak  

a) Kesulitan mengakses layanan Pendidikan 

     Seperti kesulitan dalam mengurus pendaftaran sekolah, 

kesulitan dalam pembuatan ijazah dan lain-lain.
11

 

b) Keterbatasan akses layanan Kesehatan dan social 

     Beberapa program bantuan social seperti Kartu Indonesia 

Sehat memerlukan bukti identitas resmi. Tanpa akta kelahiran, 

anak sulit mendapatakan layanan perlindungan social. 

c) Tidak memiliki status kewarganegaraan yang jelas 

d) Tertundanya pembuatan Kartu Identitas Anak ( KIA) 

e) Dan lain-lain. 

 

2. Dampak Bagi Pemerintah 

a) Terjadinya ketidaktertiban Administrasi Kependudukan 

Mengganggu ketertiban administrasi karena data dasar seperti 

jumlah penduduk, usia, dan status kewarganegaraan tidak tercatat 

dengan akurat. 

b) Kesulitan dalam Layanan Data Kependudukan 

                                                      
11

 Simanullang, M,  Kedudukan Anak Tanpa Akta Kelahiran dalam 

Perspektif Hukum Indonesia. Jurnal Cakrawala Ilmiah, 2020,  No. 1, Vol. 5 , 

h. 53–60.  
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Sistem layanan seperti pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, 

dan dokumen identitas menjadi terganggu akibat minimnya data 

anak yang valid dan terverifikasi. Menghambat layanan digital 

pemerintah yang bergantung pada Nomor Induk Kependudukan 

(NIK) dan data kependudukan terpusat.
12

 

c) Kesulitan dalam Perencanaan dan Pengambilan Kebijakan 

Pemerintah tidak memiliki data yang akurat terkait angka 

kelahiran dan populasi anak. Mengahmbat penyusunan kebijakan 

yang berbasis bukti ( evidendence-based policy), termasuk 

alokasi anggaran pendidikan, vaksinasi, atau bantuan anak.
13

 

d) Beban Tambahan untuk Pemuktahiran Data 

Pemerintah harus melakukan pendataan ulang, yang 

membutuhkan biaya, waktu, dan sumber daya tambahan. 

Kemudian memperlambat proses sinkronisasi data antar instansi, 

baik di Tingkat pusat maupun daerah. 

e) Gangguan pada Program Perlindungan Anak 

                                                      
12

 Siagian, C., Wandasari, D., & Sahputra, I,  Strategis namun rumit: 

dilema melibatkan tenaga kesehatan dalam memfasilitasi pencatatan kelahiran 

di Indonesia, BMC Health Services Research: 2019. 
13

 Yuni Purwatiningsih, et al. (2020), Faktor Penentu Kelahiran Tak 

Tercatat pada Anak Usia Balita di Indonesia, Journal of Population and Social 

Studies, Vol.28, 2020. 
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Anak tanpa akta kelahiran sulit diikutsertakan dalam 

program seperti Kartu Identitas Anak ( KIA). Pemerintah 

kehilangan kemampuan untuk melacak dan melindungi anak-

anak secara administratif. 

f) Masalah Hukum dan Sosial  

Memperbesar risiko eksploitasi anak dan perdagangan 

manusia, yang pada akhirnya mencoreng reputasi pemerintah 

dalam perlindungan hak asasi manusia. 

Siyasah Tanfidziyah adalah konsep dalam fiqh siyasah yang 

merujuk pada pelaksanaan atau implementasi kebijakan dan 

peraturan dalam konteks pemerintahan dan negara, khususnya 

yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan dan 

kemaslahatan umat. Dalam perspektif Siyasah Tanfidziyah, 

pemerintah bertanggung jawab untuk menjalankan kebijakan 

secara adil, bijaksana, dan berpihak kepada kemaslahatan umat.
14

  

Perspektif Siyasah Tanfidziyah dalam implementasi peraturan 

daerah Kabupaten Bengkulu Selatan nomor 11 tahun 2010 

                                                      
14

 Putri Mayyadah, Efa Rodiah Nur, and Ahmad Sukandi, “Review Of 

Fiqh Siyasah Tanfidziyah On The Implementation Of The Performance Of The 

Bumiarum Village Government , Pringsewu Regency Tinjauan Fiqh Siyasah 

Tanfidziyyah Terhadap Implementasi Kinerja Pemerintah Desa Bumiarum 

Kabupaten Pringsewu” 11, no. 1 (2025): h. 271–80. 
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tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan merupakan 

hal yang penting untuk mengetahui implementasi peraturan 

daerah sejalan atau bertentangan dengan nilai-nilai politik hukum 

islam.  Tinjauan Siyasah Tanfidziyah untuk mengetahui  

implementasi bagaimana pelaksanaan kebijakan dari Peraturan 

Daerah kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 11 Tahun 2010 

tersebut mematuhi prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan, dan 

amanah.  

Berdasarkan uraian persoalan di atas menarik rasanya penulis 

melakukan penelitian lebih lanjut mengenai sejauh mana 

peraturan daerah  telah dilaksanakan, khususnya dalam 

penerbitan akta kelahiran , karena berdasarkan data di atas masih 

ditemukan adanya keterlambatan penerbitan akta kelahiran di 

masyarakat, serta untuk mengetahui kendala yang muncul dalam 

proses penerbitan akta kelahiran di Kabupaten Bengkulu Selatan. 

Maka  penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dari persoalan 

tersebut dengan mengambil judul “ Implementasi Peraturan 

Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 11 Tahun 2010 
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Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Terkait 

Penerbitan Akta Kelahiran Perspektif Siyasah Tanfidziyah” 

B. Batasan Masalah 

Penelitian ini di fokuskan pada pasal 70 dan 77 Peraturan 

Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 11 Tahun 2010 

Tentang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Penelitian 

ini dibatasi pada  masyarakat Desa Tungkal II, Kecamatan Pino 

Raya Bengkulu Selatan . Informanya orang tua yang memiliki 

anak usia 0-15 tahun yang lahir pada tahun 2010 sekarang. Desa 

ini dipilih karena dianggap dapat mewakili kondisi masyarakat 

Kabupaten Bengkulu Selatan dalam pelaksanaan administrasi 

kependudukan, khususnya penerbitan akta kelahiran.  

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas,  dapat 

dirumuskan  permasalahan sebagai berikut, yaitu: 

1. Bagaimana implementasi  Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu 

Selatan Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan 

Administrasi Kependudukan  terkait Penerbitan Akta Kelahiran ? 
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2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh petugas Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipi dan masyarakat dalam proses 

penerbitan akta kelahiran di Kabupaten Bengkulu Selatan? 

3. Bagaimana tinjauan Siyasah Tanfidziyah terhadap implementasi 

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 11 Tahun 

2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan  

terkait Penerbitan Akta Kelahiran? 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan diatas, 

maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi prosedur 

penerbitan akta kelahiran berdasarkan Peraturan Daerah 

Kabupaten Bengkulu Selatan nomor 11 Tahun 2010 tentang 

penyelenggaraan administrasi kependudukan terkait penerbitan 

akta kelahiran. 

2. Untuk mendeskripsikan kendala yang dihadapi oleh petugas 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan masyarakat dalam  

penerbitan akta kelahiran di Kabupaten Bengkulu Selatan. 
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3. Untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah terkait 

penerbitan akta kelahiran dari perspektif Siyasah Tanfidziyah. 

E. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan teoritis 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi 

pengembangan ilmu hukum nasional, khususnya dalam bidang 

implementasi kebijakan publik di bidang administrasi negara. 

Secara teoritis, penelitian ini dapat membantu menjelaskan 

pemikiran dalam Siyasah Tanfidziyah (pelaksanaan tindakan 

pemerintahan) yang bersumber dari perspektif hukum Islam. 

Melalui penelitian ini, diharapkan penelitian ini dapat 

memadukan teori administrasi publik dengan prinsip-prinsip 

Islam, khususnya dalam konteks prinsip-prinsip keterbukaan, 

keadilan, dan kemaslahatan. Selain itu, penelitian ini juga dapat 

memperkuat Peraturan Daerah sebagai perangkat perundang-

undangan yang efektif dalam sistem pemerintahan daerah. 
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2. Kegunaan Praktis 

a. Bagi Pemerintah Daerah 

1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) 

  Bagi Disdukcapil Kabupaten Bengkulu Selatan, hasil 

penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan 

kualitas pelayanan administrasi kependudukan, khususnya dalam 

hal  

penerbitan akta kelahiran, agar lebih efektif, efisien, dan sesuai 

dengan amanat Peraturan Daerah.  

2) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD)  Kabupaten 

Bengkulu Selatan 

 Bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)  penelitian 

ini dapat menjadi dasar untuk mengevaluasi efektivitas Peraturan 

Daerah, mengidentifikasi masalah dalam implementasinya, serta 

memberikan rekomendasi perbaikan. Hasil penelitian juga dapat 

menjadi masukan dalam penyusunan kebijakan 

daerah selanjutnya.  
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b. Bagi Masyarakat 

  Diharapkan  penelitian ini dapat memberikan pemahaman 

yang lebih jelas kepada masyarakat mengenai prosedur yang 

benar dalam mengurus akta kelahiran serta untuk mengetahui 

pentingnya akta kelahiran sebagai bagian dari hak sipil. 
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Penelitian Terdahulu 

1.  Sri Sudono dkk, “Analisis UU No. 23 Tahun 2006 Terhadap 

Pelayanan Pencatatan Kelahiran oleh Pemerintahan Desa: 

Implementasi, tantangan dan factor pendukung”. 
15

 Jurnal: Wira 

Siap Journal (WSJ), Volume. 4, Nomor. 1 bulan April 2025. 

Jurnal ini mengkaji pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran 

di wilayah hukum Kabupaten Sambas belum berjalan secara 

maksimal.  Perbedaanya terletak pada  objek penelitiannya  

berdasarkan Nomor 20 tahun 2006 Tentang Administrasi 

Kependudukan. Sedangkan Pada penelitian ini peneliti akan 

meneliti berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu 

Selatan. Masalah pada penelitian ini yaitu : pertama, bagaimana 

pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran oleh pemerintah desa 

di Kabupaten Sambas dan  faktor apa yang menjadi pendukung  

serta penghambat pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran 

tersebut. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif 

dan penelitian lapangan.   
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 Sri Sudono dkk., “Analisis UU No. 23 Tahun 2006 terhadap 

Pelayanan Pencatatan Kelahiran oleh Pemerintahan Desa: Implementasi, 
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 l l l l l l lTeori lyang ldigunakan lyaitu: lWelfare lState lmembahas lkonsep 

lnegara lkesejahteraan ldan lperan lnegara ldalam lmenjamin 

lkesejahteraan l l lwarga lnegaranya,  lteori lkebijakan lpublik ldan lteori 

lGood lGovernance lmenekankan lprinsip ltransparansi, lakuntabilitas, 

lpartisipasi ldan lefektivitas ldalam lpenyelenggaraan lpemerintahan.  

lPersamaannya ldengan lpenelitian lini lialah lterletak lpada lpengkajian  

lterhadap lpentingnya lakta lkelahiran lselaras ldengan lpendapat  

lpelayanan lpublik lyang ldirasakan loleh lanak-anak ltersebut luntuk 

lmendapatkan lhak-hak lkewarganegaraan  lmereka. 

2.  lRiza lRahmadani, l2021, l“Implementasi lPeraturan lWalikota lMedan 

lNomor l37 lTahun l2020 lTerhadap lEfisiensi lPelayanan lPendaftaran 

lAkta lKelahiran lDi lKota lMedan”. l

16
 lMengkaji ldalam lpelayanan 

lpendaftaran lakta lkelahiran ldi lkota lMedan lbelum lterlaksana 

lsepenuhnya ldengan lefektif ldan lefisensi, ldikarenakan lbelum  

ltercapainya ltujuan ldan lsasaran ldari lprogram laplikasi lSIBISA luntuk 

                                                                                                                     
Tantangan, dan Faktor Pendukung,” Wira Siap Journal (WSJ), Vol. 4, No. 1, 

April 2025.  
16

 lRiza lRahmadani, lImplementasi lPeraturan lWalikota lMedan lNomor l37 

lTahun l2020 lterhadap lEfisiensi lPelayanan lPendaftaran lAkta lKelahiran ldi lKota 

lMedan, l2021. 
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lmenciptakan lpelayanan lyang llebih lefisien ldan lmewujudkan lhidup 

lMasyarakat lyang lsejahtera lberkeadilan. l l 

 l l l l l l l l lPerbedaannya lPertama lterletak lpada lmasalah lpenelitian lyaitu: l 

lBagaimana lImplementasi lPeraturan lWalikota lMedan lNomor l37 

lTahun l2020 ltentang lpelayanan ladministrasi lkependudukan lsecara 

ldaring lmelalui lsistem lSIBISA ldalam lproses lpendaftaran lakta 

lkelahiran. lKemudian, lEfektivitas ldan lefisiensi limplementasi 

lkebijakan ltersebut lkhususnya lmengidentifikasi lbahwa  

limplementasi lbelum lberjalan lmaksimal. lKedua lterletak lpada lMetode 

lyang ldigunkannya ladalah lkualitatif ldeskriptif, ldengan  lpendekatan 

lberupa lobservasi, lwawancara, ldan ldokumentasi. lKetiga lpada lTeori 

lyang ldigunakannya ladalah lteori lGeorge lC. lEdwarsd lmengenai  

limplementasi lkebijakan lpublik, lyang lmencakup ldimensi lseperti 

lkomunikasi, lsumber ldaya, ldisposisi l( lkemauan latau lsikap 

lpelaksana), ldan lstruktur lbirokrasi. lPersemaannya ldengan lpenelitia 

lini lialah lterletak lpada lpengkajian  lterhadap lakta lkelahiran ldan lsama 

lmengkaji lkebijakan lperaturan lpemerintah. 

3. Fikri lYansyah, l2020, l“ lImplementasi lPasal l40 lPerda lKota lBengkulu  

lNo l4 lTahun l2017 lTentang lPenyelenggaraan lPendaftaran lPenduduk 
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ldan lPencatatan lSipil lPerspektif lHukum lIslam l( lStudi lPenerbitan lAkta 

lDi lKota lBengkulu)”. l

17
Hasil lpenelitiannya lmengkaji lpada lPeraturan 

lDaerah lkota lBengkulu lNomor l4 lTahun l2017 lPasal l40 lbelum 

lterlaksana lkarena lmasih lbanyak lorang ltua lyang lbelum lmengerti ldan 

ltidak lmengetahui lisi lPeraturan lDaerah lsehingga ltidak lmenyadari 

lbahwa lpaling llambat l60 lhari lsejak lanak llahir lsudah lmelakukan  

lpenerbitan lakta lkelahiran. l 

Perbedaannya lterletak lpada l lmasalah lpenelitian lyaitu: 

lBagaimana limplementasi lPasal l40 lPeraturan lDaerah lkota lBengkulu 

lNomor l4 lTahun l2017 ltentang lpenyelnggaraan lpendaftaran lpenduduk 

ldan lpencatatan lsipil ldalam lpraktik lpenerbitan lakta ldi lkota lBengkulu 

ldan lbagaimana ltinjauan latau lpenilaian lmenurut lhukum lislam 

lterhadap lpraktik limplementasi lpasal ltersebut. lMetode lpenelitiannya 

lmenggunakan lKualitatif ldeskriptif ldengan lpendekatan lyuridis- 

lempiris l( lsosiologis). lTeori lyang ldigunkan lyaitu lteori limplementasi 

lkebijakan lmisalnya lmodel lfaktor lEdward lIII l( lKomunikasi, lsumber 

ldaya, ldisposisi, lstruktur lbirokrasi), lteori lGrindle/ lPressman l& 

                                                      
17

 lFikri lYansyah, lImplementasi lPasal l40 lPerda lKota lBengkulu lNo. l4 

lTahun l2017 ltentang lPenyelenggaraan lPendaftaran lPenduduk ldan lPencatatan 

lSipil lPerspektif lHukum lIslam l(Studi lPenerbitan lAkta ldi lKota lBengkulu), l2020. 
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lWildavsky luntuk lmenilai lkeberhasilan/ lkendala limplementasi. lDan 

lteori lPerspektif lhukum lIslam luntuk lmenilai lkesesuian lpraktik 

lpenerbitan lakta ldengan lprinsip lsyariah lbiasanya lmemakai lkonsep 

lmaqasid lal- lsyar‟iah/ lmaslaha lsebagai ltolak lukur lkemaslahatan ldan 

lperlindungan lhak lidentitas. lPersamaannya ldengan lpenelitian lini 

lialah lsama-sama lmengkaji ltentang limplementasi l lPeraturan lDaerah 

ldalam lpenerbitan lakta lkelahiran. 

4. Febriansyah lRizky lHega, l2024 l, l“ lImplementasi lPenerbitan lAkta 

lKelahiran lyang ltelah llewat lwaktu lDi lKota lSemarang”.
18

 lMengkaji 

lKeterlambatan lmasyarakat ldalam lpembuatan lakta lkelahiran 

lmembuktikan lbahwa lmeskipun ldi lkota lbesar ltingkat  lkesadaran 

lmasyarakat lmengenai lpentingnya lpendaftaran lakta lkelahiran lbagi 

lanak lmasih lkurang. lPerbedaanya lterletak lpada lmasalah 

lpenelitiannya lyaitu: lMengangkat lpersoalan lbahwa lterdapat 

lketerlambatan lmasyarakat ldi lkota lSemarang ldalam lmelakukan l 

lpembuatan lakta lkelahiran lyakni, lmasyarakat  lbaru lmengajukan 

lpermohonan lsetelah lbatas lwaktu lideal latau ltelah llewat l lwaktunya. 

lMetode lpenelitiannya l lYuridis lsosiologis, ldeskriptif lanalitis. lTeori 

                                                      
18

 lFebriansyah lRizky lHega, lImplementasi lPenerbitan lAkta lKelahiran 

lyang lTelah lLewat lWaktu ldi lKota lSemarang, l2024. 
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lpenelitiannya lyaitu lteori limplementasi lkebijakan lseperti lmodel lVan 

lMeter lVan lHorn latau lPressman lWildavsky, luntuk lmenganalisis 

lfaktor-faktor lseperti lkomunikasi, lsumber ldaya, lstruktural lbirokrasi,  

lserta lsikap lpelaksana. lPersamaannya ldengan lpenelitian lini lialah 

lsama-sama lmengkaji ltentang lpenerbitan lakta lkelahiran. 

5. Feralda lSeptya lAlfani l, l2023, lberjudul l“Implementasi lPembuatan 

lAkta lKelahiran lBerdasarkan lUndang-Undang lNomor l24 lTahun 

l2013 ltentang lAdministrasi lKependudukan lPerspektif lSiyasah 

lDusturiyah: lStudi ldi lKeca
19

matan lCimanggu, lKabupaten lCilacap.” 

lPenelitian lini lmengkaji implementasi lpembuatan lakta lkelahiran 

lberdasarkan lUU lNo. l24 lTahun l2013 ldi lKecamatan lCimanggu, 

lKabupaten lCilacap, lserta lmeninjaunya ldari lperspektif siyasah 

ldusturiyah untuk lmenilai lapakah lpelaksanaan ltersebut lsesuai 

ldengan lprinsip lkeadilan, lkemaslahatan, ldan lhukum lIslam lsecara 

lumum. lHasil lmenunjukkan lbahwa lmeskipun lsecara lprosedur 

lpembuatan lakta lkelahiran lsudah lmengikuti laturan lyang lberlaku,  

limplementasi ldi llapangan lmasih lbelum lmaksimal lkarena lsejumlah 

                                                      
19

 lAlfani, lFeralda lSeptya. l2023. Implementasi lPembuatan lAkta 

lKelahiran lBerdasarkan lUndang-Undang lNomor l24 lTahun l2013 ltentang 

lAdministrasi lKependudukan lPerspektif lSiyasah lDusturiyah: lStudi ldi lKecamatan 

lCimanggu, lKabupaten lCilacap. lSkripsi. lBandung: lUIN lSunan lGunung lDjati 

lBandung. 
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lwarga lbelum lmengurus lakta lkelahiran. lPenelitian lini lmenerapkan 

lmetode lkualitatif ldengan lpendekatan lyuridis lempiris. 

 Persamaan ldengan lpenelitian lyang lakan ldilakukan ladalah lpada 

lfokus lkajian lyaitu limplementasi lpembuatan lakta lkelahiran lserta 

lpenggunaan ltinjauan lhukum lIslam l(siyasah). lPerbedaan lterlihat ldari 

llokasi lpenelitian lCilacap lberbeda ldengan lBengkulu lSelatan, 

llandasan lhukum lyang lditeliti lUU lNo. l24 lTahun l2013 lberbeda ldengan 

lPerda lKabupaten lBengkulu lSelatan lNo. l11 lTahun l2010, ldan 

lperspektif lsiyasah lyang ldipakai lsiyasah ldusturiyah lberbeda ldengan 

lsiyasah ltanfidziyah. 

6. Rahmadani l, l2025, l berjudul “Perspektif lSiyasah lIdariyah ltentang 

lKesadaran lHukum lMasyarakat ldalam lMengurus lAkta lKelahiran ldi 

lKampung lPulau lNagari lTarung-Tarung lKecamatan lRao lKabupaten 

lPasaman”. l

20
 Mengkaji  lkesadaran lhukum lmasyarakat  ldalam 

lmengurus lakta lkelahiran ldan lmeninjaunya ldari lperspektif siyasah 

lidariyah. lHasil lpenelitian lmenunjukkan lkesadaran  lhukum 

lmasyarakat masih lrendah karena lfaktor lpendidikan, lekonomi, 

                                                      
20

 lRahmadani, lSkripsi: "Perspektif lSiyasah lIdariyah ltentang lKesadaran 

lHukum lMasyarakat ldalam lMengurus lAkta lKelahiran ldi lKampung lPulau 

lNagari" (Padangsidimpuan: lUIN lSyekh lAli lHasan lAhmad lAddary, l2025), lhal. l1–

5. 
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lkurangnya lpemahaman, lminim lsosialisasi, ldan lketidaklengkapan  

ldokumen l(KK, lBuku lNikah). lDari lperspektif siyasah lidariyah, 

lpelayanan lharus ihsan sederhana, lcepat, lprofesional. l 

 Penelitian lmenggunakan metode lkualitatif ldeskriptif dengan 

lobservasi, lwawancara, ldan ldokumentasi. Persamaan dengan lskripsi  

lini ladalah lfokus lfokus lpada lakta lkelahiran. lPerbedaannya terletak 

lpada llokasi lPasaman ldan lBengkulu lSelatan, lfokus lkesadaran 

lhukum dan limplementasi lPeraturan lDaerah, ldan lperspektif lsiyasah 

lidariyah dan siyasah ltanfidziyah. lPenelitian lini lmemberi lkontribusi 

ldalam lmemahami lhambatan ldari lsisi lkesadaran lmasyarakat, lmenjadi 

llandasan lbagi lpenelitian lini luntuk lmengkaji limplementasi lPeraturan 

lDaerah lKabupaten lBengkulu lSelatan lNo. l11 lTahun l2010 ldengan 

lperspektif siyasah ltanfidziyah. 

B. Metode lPenelitian 

1. Jenis ldan lPendekatan lpenelitian 

 l l l lJenis lpenelitian lyang ldigunakan lyaitu lpenelitian lkualitatif. lPenelitian 

lkualitatif ladalah lmetode lpenelitian ldengan lproses lpenelitian lpersepsi 

lpada lsuatu lfenomena ldengan lpendekatan ldata lmenghasilkan lanalisis 
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ldeskriptif lberupa lkalimat lsecara llisan ldari lobjek lpenelitian. l

21
 l lDalam 

lpenelitian lhukum l lmenggunakan lpenelitian lempiris, lyaitu lpenelitian l 

lempiris, ldalam lbahasa lInggris, ldisebut lempirical  llegal lresearch, 

ldalam lbahasa lBelanda ldisebut ldengan listilah lempirisch ljuridisch 

londerzoek lmerupakan lsalah lsatu ljenis lpenelitian lhukum lyang 

lmenganalisis ldan lmengkaji lbekerjanya lhukum ldalam lmasyarakat.
22

 

 l l l lPenelitian lhukum lempiris lmerupakan lsalah lsatu ljenis lpenelitian 

lhukum lyang lmenganalisis ldan lmengkaji lbekerjanya lhukum ldalam 

lmasyarakat.  lPenelitian lempiris ladalah lpenelitian lhukum lyang 

lmenganalisis ltentang lpenerapan lhukum ldalam lkenyataannya 

lterhadap lindividu, lkelompok, lmasyarakat, llembaga lhukum ldalam 

lmasyarakat ldengan lmenitikberatkan lpada lperilaku latau lmasyarakat, 

lorganisasi latau llembaga lhukum ldalam lindividu lkaitannya ldengan 

lpenerapan latau lberlakunya lhukum.
23

 l 

Bekerjanya lhukum ldalam lmasyarakat ldapat ldikaji ldari laspek: 

a. Pembentukan lhukum ldalam lprespektif lsosiologis 

                                                      
21

 lSyafridah lhafni lsahir, lMetodelogi l lPenelitian, l(Medan: lKBM 

lIndonesia, l2021) l, lh. l5-6. 
22

 lBintan lR. lSaragih, Metodologi lPenelitian lHukum lEmpiris (Medan: 

lUMSU lPress, l2023), lh. l45 
23

 lMuhaimin, lMetode lPenelitian lHukum, l(Mataram l: lMataram 

lUniversity lPress, l2020), lh. l12-15. 
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b. Nilai-nilai lkeadilan ldalam lpenerapan lhukum ldi lMasyarakat 

c. Sejarah lhukum 

d. Permasalahan  lhukum ldalam lmasyarakat 

e. Efektifitas lpelaksanaan laturan lhukum 

f. Kemanfaatan lhukum ldalam lmasyarakat 

g. Kepatuhan latau lketaatan lmasyarakat, laparat, llembaga 

lhukum lterhadap lhukum 

h. Peranan llembaga latau linstitusi lhukum lterhadap lhukum 

i. Penegakan lhukum l(law lenforcement) 

j. Implementasi latau lpelaksanaan laturan lhukum ldi lmasyarakat latau 

llembaga lhukum 

k. Pengaruh laturan lhukum lterhadap lmasalah lsosial ltertentu 

l. dan llain-lain.
24

 

Menurut lSoerjono lSoekanto ldan lSri lMamuji lmenjelaskan, lbahwa 

lpenelitian lhukum lempiris latau lsosiologis ladalah lpenelitian lhukum 

lyang ldilakukan ldengan lcara lmeneliti ldata lprimer. lKemudian 

lpenelitian lhukum lempiris l(empirical llaw lresearch) lmenurut lAbdul 

lKadir lMuhammad ladalah lpenelitian lhukum lpositif ltidak ltertulis 

                                                      
24

 lPeter lMahmud lMarzuki, Pengantar lIlmu lHukum (Jakarta: lPrenada 

lMedia, l2016), lh. l78-82. 
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lmengenai lperilaku l(behavior) langgota lmasyarakat ldalam lhubungan 

lhidup lbermasyarakat.
25

 

Menurut lMukti lFajar lND ldan lYulianto lAchmad lpendekatan lyang 

lsering ldigunakan  ldalam lpenelitian lhukum lempiris, lmeliputi: 

a. Pendekatan lsosiologi lhukum 

b. Pendekatan lantropologi lhukum 

c. Pendekatan lpsikologi lhukum 

d. Pendekatan lkonseptual 

e. Pendekatan lperbandingan lhukum 

f. Pendekatan lperundang-undangan; ldan 

g. Pendekatan lsejarah lhukum.
26

 l 

Adapun lpendekatan lyang ldigunakan lpenulis ldari lbeberapa lpendekatan 

ldiatas ladalah lpendekatan lsosiologi lhukum ldan lpendekatan 

lperundang-undangan. lPendekatan lsosiologi lhukum lmerupakan 

lpendekatan lyang lmenganalisis ltentang lbagaimana lreaksi ldan 

                                                      
25

 lIshaq, lMetode lPenelitian lHukum lDan lPenulisan lSkripsi, lTesis, lSerta 

lDisertasi, l(Penerbit lAlfabeta: lBandung, l2017), lh. l5-7. 
26

 lMukti lFajar lND ldan lYulianto lAchmad, Dualisme lPenelitian lHukum 

lNormatif l& lEmpiris (Yogyakarta: lPustaka  lPelajar, l2010), lh. l153. 
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linteraksi lyang lterjadi lketika lsistem lnorma litu lbekerja ldi ldalam 

lmasyarakat. l

27
 

Pendekatan lini ldikonstruksikan lsebagai lsesuatu lperilaku lmasyarakat  

lyang lkonsisten ldalam lmenjalankan lnilai-nilai lnorma, lterlembagakan 

lserta lmendapatkan llegitimasi lsecara lsosial.
28

 lPendekatan lundang-

undang ldilakukan ldengan lcara lmenelaah ldan lmenganalisis lundang-

undang ldan lregulasi lyang lbersangkut lpaut ldengan lisu lhukum lyang 

lsedang lditangani.
29

 

                                                      
27

 lJonaedi lEfendi, Metode lPenelitian lHukum lNormatif ldan 

lEmpiris (Bandung: lRefika lAditama, l2021), lh. l112. l 
28

 lWiwik lSri lWidiarty, lMetode lPenelitian lHukum, l(Publika lGlobal 

lMedia: lYogyakarta, l2024), lh.6-8. 
29

 lNur lSolikin, l lPengantar lMetodologi lPenelitian lHukum,( lCV. lPenerbit 

lQiara lMedia: lJawa lTimur, l2021), lh. l2-3. l 
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2. Tempat lPenelitian 

 l l l l l l l l lPenelitian lini lakan ldilakukan ldi lDinas lKependudukan ldan 

lPencatatan lSipil l(Disdukcapil) lKabupaten lBengkulu lSelatan, 

lProvinsi lBengkulu.  lLokasi lini ldipilih lkarena lmerupakan  linstansi 

lyang lbertanggung ljawab llangsung ldalam lpelaksanaan  lprosedur 

lpenerbitan lakta lkelahiran lsebagaimana ldiatur ldalam lPeraturan 

lDaerah lKabupaten lBengkulu lSelatan lNomor l11 lTahun l2010 ltentang 

lPenyelenggaraan lAdministrasi lKependudukan lterhadap lprosedur 

lpenerbiatan lakta lkelahiran l ldengan lmengambil ldata-data lyang 

lberkaitan ldengan lpenelitian. l 
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3. Tempat lPenelitian 

 l l l l l l l l lPenelitian lini lakan ldilakukan ldi lDinas lKependudukan ldan 

lPencatatan lSipil l(Disdukcapil) lKabupaten lBengkulu lSelatan, 

lProvinsi lBengkulu.  lLokasi lini ldipilih lkarena lmerupakan  linstansi 

lyang lbertanggung ljawab llangsung ldalam lpelaksanaan  lprosedur 

lpenerbitan lakta lkelahiran lsebagaimana ldiatur ldalam lPeraturan 

lDaerah lKabupaten lBengkulu lSelatan lNomor l11 lTahun l2010 ltentang 

lPenyelenggaraan lAdministrasi lKependudukan lterhadap lprosedur 

lpenerbiatan lakta lkelahiran l ldengan lmengambil ldata-data lyang 

lberkaitan ldengan lpenelitian. l 

4. Subjek/Informan lPenelitian 

 lInforman ldalam lpenelitian lini ldipilih lsecara lpurposive 

l(purposive lsampling), lyaitu ldengan lmempertimbangkan lposisi ldan 

lrelevansi linforman lterhadap lpelaksanaan lkebijakan ladministrasi 

lkependudukan. lAdapun linforman lyang ldimaksud lmeliputi: 

a. Kepala lDinas latau lStaf lKependudukan ldan lPencatatan lSipil 

lKabupaten lBengkulu lSelatan, lsebagai lpenanggung ljawab 

lpelaksanaan lkebijakan ladministrasi lkependudukan lkhususnya lyang 

lmenangani lprosedur lpenerbitan lakta lkelahiran. 
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b. Masyarakat l(warga) lyang lmengurus  lakta lkelahiran, lsebagai lpihak 

lpengguna llayanan, luntuk lmengetahui lsejauh lmana lefektivitas  

lpelaksanaan lprosedur ltersebut ldi llapangan. 

c. Tokoh lAgama 

5. Sumber lData ldan lTeknik lPengumpulan lData 

Dalam lpenelitian lini ldata lprimer ldiperoleh ldengan lcara 

lwawancara ldengan lpara linforman. lSedangkan ldata lsekunder 

ldiperoleh lmelalui lbuku- lbaku, ljurnal lilmiah ldan lartikel-artikel 

lilmiah. lAdapun linstrumen lyang ldigunakan lyaitu lmedia lperekam 

lsuara ldan lalat ltulis luntuk ldicatat. l 

a. Sumber lData 

1) Sumber ldata lprimer lmerupakan ldata lyang ldiperoleh ldari lsumber 

lutama. lData lprimer ldiperoleh ldari lresponden ldan linforman lserta 

lnarasumber. lSumber ldata ldalam lpenelitian lhukum lempiris lberasal 

ldari ldata llapangan. lSumber ldata lprimer ladalah ldata lyang ldidapat ldari 

lsumber lpertama lbaik ldari lindividu latau lperseorangan lseperti lhasil 

ldari lwawancara lyang lbisa ldilakukan lpeneliti. lData lprimer ldiperoleh 

lmelalui lwawancara ldengan lpihak lDinas lKependudukan ldan  
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lPencatatan lSipil lKabupaten lBengkulu lSelatan, laparat ldesa, ldan 

lmasyarakat lDesa lTungkal lII. 

2) Sumber lData lSekunder l lyaitu lyang ldiperoleh lmelalui lpihak lkedua, 

lseperti ldekumentasi, lbuku-buku, ljurnal lilmiah ldan lartikel-artikel 

lilmiah. lData lsekunder ladalah ldata lyang lsudah lada ldan ldikumpulkan 

loleh lpihak llain lsebelumnya, lseperti ldata lsensus, llaporan ltahuan, latau 

lhasil lpenelitian lyang lsudah ldipublikasikan.
30

 lData lsekunder 

ldiperoleh ldari ldokumen lresmi lseperti llaporan ldata lkepemilikan lakta 

lkelahiran ldari lBPS ldan lDisdukcapil. 

b. Teknik lPengumpulan lData 

Dalam lPenelitian lini lpeneliti lmenggunakan lteknik 

lpengumpulan l ldata ldengan lobservasi, lwawancara ldan ldokumentasi l. l 

1) Observasi 

Observasi ldilakukan lmelalui lpengamatan lsecara llangsung ldi 

llokasi lpenelitian, lyaitu lpada linstansi lyang lmemiliki lkewenangan  

ldalam lpenerbitan lakta lkelahiran, lseperti lDinas lKependudukan ldan 

lPencatatan lSipil lKabupaten lBengkulu lSelatan. lKegiatan lini 

lbertujuan luntuk lmengetahui lsecara lnyata lpelaksanaan lpenerbitan 

                                                      
30

 lMahlil lAdriaman, lPengantar lMetode lPenelitian lIlmu lHukum, 

l(Yayasan lTri lEdukasi lIlmiah: lSumatra lBarat, l l2024), lh. l12. 
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lakta lkelahiran, lprosedur lpelayanan, lmekanisme ladministrasi, lserta 

lhambatan lyang lmuncul ldalam lpenerapan lPeraturan lDaerah lNomor 

l11 lTahun l2010. 

Melalui lobservasi, lpeneliti ldapat lmemperoleh lgambaran  lyang 

llebih ljelas lmengenai lkondisi llapangan lsehingga ldata lyang 

ldikumpulkan lmenjadi llebih lobjektif ldan lsesuai ldengan lkenyataan 

lyang lada. 

2) Wawancara 

Wawancara l l ladalah l l lteknik l l lpengumpulan l l ldata l l lyang l l 

lmelibatkan l l linteraksi  llangsung l lantara l lpeneliti l ldan l linforman, l ldi l 

lmana l lpeneliti l lmengajukan l lpertanyaan luntuk l lmenggali l linformasi l 

lmendalam l ltentang l ltopik l lyang l lditeliti. lTeknik l lini l lmemungkinkan l 

lpeneliti l luntuk l lmemahami l lperspektif, l lpengalaman, lperasaan,  l latau l 

lopini l linforman lsecara l llebih l lrinci. l

31
 

Wawancara ldilakukan luntuk lmenggali linformasi lsecara 

lmendalam l(in-depth linterview) ldari linforman lyang ldianggap 

lmemiliki lpengetahuan, lketerlibatan, latau lpengalaman llangsung 

ldalam limplementasi lprosedur lpenerbitan lakta lkelahiran. 
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Tujuan lWawancara: 

a) Mengetahui lprosedur lpenerbitan lakta lkelahiran lmenurut lpelaksana 

ldi llapangan. 

b) Menggali lhambatan ldan lkendala ldalam lpelaksanaan lPerda lNo. l11 

lTahun l2010 lterhadap lprosedur lpembuatan lakta lkelahiran. 

Dalam lpenelitian lini, lteknik lpengumpulan ldata lyang 

ldigunakan ladalah lwawancara. lWawancara ldisusun ldalam lbentuk 

lpertanyaan  lterbuka luntuk lmenggali linformasi lsecara lmendalam  

lterkait limplementasi lprosedur lpenerbitan lakta lkelahiran lberdasarkan 

lPeraturan lDaerah lKabupaten lBengkulu lSelatan lNomor l11 lTahun 

l2010 ltentang lPenyelenggaraan  lAdministrasi lKependudukan.  

lWawancara lini ldisebarkan lkepada lsampel lyang ldipilih 

lmenggunakan lteknik lpurposive lsampling, lyaitu linforman lyang 

ldipilih lsecara lsengaja lberdasarkan lkriteria ltertentu. lAdapun lkriteria 

linforman ldalam lpenelitian lini ladalah lmasyarakat lyang lpernah 

lmengurus lakta lkelahiran ldan lpetugas lDinas lKependudukan ldan 

lPencatatan lSipil. 

3) Dokumentasi 
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Dokumentasi ldilakukan ldengan lmenghimpun lberbagai 

ldokumen ltertulis lyang lberhubungan ldengan lpenelitian, lseperti 

lPeraturan lDaerah lKabupaten lBengkulu lSelatan lNomor l11 lTahun 

l2010, ldata ljumlah lpenerbitan lakta lkelahiran, lstandar loperasional 

lprosedur lpelayanan, larsip llaporan, lbuku, ljurnal, lserta ldokumen lresmi 

llainnya lyang lrelevan. 

Teknik ldokumentasi ldigunakan luntuk lmendukung ldan 

lmemperkuat lhasil lobservasi lserta lwawancara, lsekaligus lmenjadi  

lbahan lpenunjang ldalam lmenganalisis limplementasi lkebijakan 

ltersebut ldari lperspektif siyasah ltanfidziyah. 

6. Teknik lAnalisis lData 

Teknik lanalisis ldata ldalam lpenelitian lini lmenggunakan  

lpendekatan lkualitatif ldeskriptif lyang lsesuai ldengan ljenis lpenelitian 

lempiris, lyaitu lpenelitian lyang lmengkaji ldata lberdasarkan lrealitas ldan 

lpengalaman llangsung ldi llapangan. lPengumpulan  ldata ldilakukan 

lmelalui lwawancara, lsehingga lteknik lanalisis lyang ldigunakan  

ldisesuaikan ldengan lkarakteristik lmasing-masing lmetode ltersebut. 

lUntuk ldata lhasil lwawancara, lpeneliti lmenggunakan lteori lMiles ldan 
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lHuberman, lyang lmencakup ltiga ltahap lutama lanalisis, lyaitu lreduksi 

ldata, lpenyajian ldata, ldan lpenarikan lkesimpulan latau lverifikasi. l

32
 

Reduksi ldata ldilakukan ldengan lmenyaring ldan lmemilih 

linformasi lpenting ldari lhasil lwawancara ldengan lnarasumber lyang 

lrelevan, lseperti lpegawai lDinas lKependudukan, lmasyarakat ldan 

ltokoh lagama luntuk lfokus lpada linformasi lyang lberhubungan ldengan 

limplementasi lPeraturan lDaerah lnomor l11 ltahun l2010 ltentang 

lPenyelenggaraan lAdministrasi lKependudukan. l
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Data lyang ltelah ldianalisis ldikaji ldalam lkerangka lSiyasah 

lTanfidziyah, lyaitu lteori ldalam lpolitik lIslam lyang lmenekankan  

lpentingnya lpelaksanaan lkebijakan lpemerintah lyang lbersifat 

ladministratif ldan leksekutif, ldengan ltujuan lmencapai lkemaslahatan,  

lkeadilan, ldan lkemudahan lbagi lmasyarakat ldalam lmemperoleh lhak-

hak ldasarnya,  ltermasuk lhak latas ldokumen lkependudukan lseperti 

lakta lkelahiran. 
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C. Sistematika lPenulisan 

Sistematika lpenulisan lmemegang lperanan lpenting lbagi  lsuatu 

lkarya lilmiah. lUntuk lmemudahkan lbagi  lpembaca ldalam lmemahami 

lisi lskripsi lini, lmaka lsistematikanya lpenulis lsusun lsebagai lberikut: 

BAB lI. lPendahuluan, lbab lini ltersusun latas llatar lbelakang, 

lrumusan lmasalah, ltujuan lpenelitian, lkegunaan lpenelitian, lpenelitian 

lterdahulu, lmetode lpenelitian: ljenis ldan lpendekatan lpenelitian, lwaktu 

ldan llokasi lpenelitian, lsubjek/informan lpenelitian, lsumber ldan lteknik 

lpengumpulan ldata, lteknik lanalisis ldata. 

BAB lII. lKajian lTeori, lbab lini ltersusun latas lteori-teori lyang 

lrelevan lberdasarkan lpermasalahan ldan lkerangka lkonseptual. l 

BAB lIII. lGambaran lUmum lObjek lPenelitian, lbab lini 

lmenjelaskan lGambaran ldari lDinas lKependudukan ldan lPencatatan 

lSipil lKabupaten lBengkulu lSelatan. 

BAB lIV. lHasil lPenelitian lDan lPembahasan, lbab lini lberisikan 

lhasil ldari lpenelitian ldan lpembahasan ldari lpenelitian lyang ldilakukan 

lpeneliti. 

BAB lV, lPenutup, lbab lini lberisi lKesimpulan ldan lsaran ldari lhasil 

lpeneitian. 
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Daftar lPustaka 

Lampiran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


